PERATURAN PRES DEN REPUBLI K | NDONES A
NOMER 13 TAHUN 1964
TENTANG
N LA TRANSAKSI RUPI AH DAN PERANGSANG EKSPCR

PRES DEN REPUBLI K | NDONES| A,

Meni nbang:

bahwa Peraturan Presiden Republik Indonesia Nonor 5 tahun 1963 tentang
Pel aksanaan Dekl arasi Ekonom di bi dang Ekspor (L.N 1963 Nonor 30) perlu
di sesuai kan dengan keadaan pada dewasa ini;

Mengi ngat :

Pasal 4 ayat 1 Uhdang-undang Dasar;

Mendengar :

Presi di um Kabi net Kerja dan Panitia Kerja DP.R G R;

MEMUTUSKAN :

Dengan nencabut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nonor 5 tahun 1963
tentang Pel aksanaan Dekl arasi Ekonom di bidang Ekspor (L.N 1963 Nonor
30).

Menet apkan:
PERATURAN PRESI DEN TENTANG N LAl TRANSAKS RUPI AH DAN PERANGSANG EKSPCR

Pasal 1.

Cengan tidak nengurangi ketentuan dal am pasal 2 Uhdang-undang Nonor 4 Prp
tahun 1959 (L.N tahun 1959 Nonor 91)jo Peraturan Penerintah Nonor 43 tahun
1959 (L.N tahun 1959 Nonor 93) tentang Penetapan harga nmata uang rupi ah,
US. $ 1 = Ro.45-, maka untuk ekspor diadakan nilai transaksi yang
berjumah US $.1 = Rp. 250, -

Pasal 2.

(1) Tiap eksportir dan eksportir-produsen nendapat perangsang ekspor yang
berjumtah 20 persen dari jumah hasil f.o.b. ekspornya dal am val uta
asi ng.

(2) Perangsang ternaksud pada ayat 1 di nanakan Surat Pendorong Produksi
dan di si ngkatkan S P.P.

(3) S PP dapat diperjual-belikan dan di gunakan untuk nengi npor barang
ber dasar kan ket ent uan- ket ent uan yang ber| aku untuk itu.

Pasal 3.

(1) DOsanping perangsang ternmaksud pada pasal 2, guna nenpergiat
produksi, diberi kan perangsang tanbahan dal am bent uk al okasi devi sa.

(2) A okasi devisa termaksud pada ayat 1 pasal ini disedi akan untuk
produsen barang ekspor nasional dan produsen-eksportir nasional .

(3) Jumah alokasi devisa ternmaksud ditetapkan 5 persen dari seluruh
jumah ekspor dan cara-cara penggunaannya diatur dalam peraturan
bersana Menteri Perdagangan dan Menteri Wusan Bank Sentral, setel ah



nendengar Menteri yang ber sangkut an.
Pasal 4.

Pel aksanaan sel anjutnya dari ket entuan-ketentuan dal am Peraturan Presiden
ini, termasuk penetapan peraturan peralihan dil akukan bersama ol en Menteri
U usan Bank Sentral dan Menteri Perdagangan, setel ah nendengar Menteri yang
ber sangkut an.

Pasal 5.

Ketentuan dalam Peraturan ini tidak berlaku bagi perusahaan- perusahaan
mnyak, sekedar telah diatur dal am Perjanjian Karya dal am soal perm nyakan
sebagai ternaksud dal am Undang-undang Nonor 13 dan Nonor 14 tahun 1963
(Lenbaran-1 enbaran Negara Nonmor 109 dan Nonor 110 tahun 1963, Tanbahan
Lenbar an Negara Nonor 2598 dan Nonor 2599).

Pasal 6.
Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal 17 April 1964.

Agar supaya setiap orang dapat nengetahui nya nenerintahkan pengundangan
Peraturan Presiden ini dengan penenpat annya dal am Lenbar an- Negara Republ i k
| ndonesi a.

Otetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Maret 1964.
PRES DEN REPUBLI K | NDONESI A,

Tt d.
SUKARNO

DO undangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Maret 1964.
SEKRETAR S NEGARA

Ttd.
MOD | GHSAN

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PRES DEN REPUBLI K | NDONES A
NOMER 13 TAHUN 1964
TENTANG
N LA TRANSAKSI RUPI AH DAN PERANGSANG EKSPCR

Dal am peraturan ini kurs dasar rupiah terhadap valuta asing(nilai dasar)
tetap IS $ 1 = Ro. 45,-.

Unt uk menj am n kel angsungan dan penanbahan produksi dan ekspor barang, naka
untuk produsen barang-ekspor dan eksportir hendakl ah dibuka jalan untuk
dapat nenerina bal as jasa yang sesuai dengan juntah bi aya produksi ditanbah



dengan keuntungan yang | ayak.

Hal itu dapat dipenuhi dengan jalan nenetapkan nilai transaksi rupiah
terhadap valuta asing atas juntah yang riil dan effektif, sehingga bal as
jasa itu dapat ditutup dari jumah nilai |awan Rupiah untuk val uta asing
yang didapat dari ekspor itu. Ini akan berarti bahwa nilai rupiah terhadap
val uta asing seharusnya ditetapkan atas jumah yang jauh | ebih tinggi dari
ni | ai tras?saksi yang berlaku nenurut peraturan sekarang, yakni Rp. 315, -
per 1 LS $.

Qeh karena hal itu sukar dipertanggung-jawabkan, mnaka nilai transaksi
rupi ah ditetapkan atas Rp. 250, - dan kekurangan penerinmaan produsen barang
ekspor dan eksportir untuk nencapai balas jasa itu diikhtiarkan dengan
nenber i kan perangsang dal am bentuk A okasi Devisa Qomatis (ADQ), yang
dinanakan Surat Pendorong Produksi atau disingkatkan S P.P., S PP
termaksud berjum ah 20%dari juntah hasil f.o.b. ekspor dal amval uta asing
dan akan diperjual-belikan nenurut ketentuan-ketentuan L.AAPL N
Ket ent uan- ket ent uan ternaksud antara lain nenuat, bahwa S P.P. senata-nata
di gunakan untuk nengi npor bahan dan barang yang diperl ukan untuk produksi
dan penbangunan.

Dengan peranan aktif dari Pinpinan Bank Sentral naka akan di usahakan sej auh
mungki n  kemantapan harga dal am perdagangan S P.P. dan pengawasan yang
effektif atas penggunaan barang- barang yang di-inpor dengan S P.P. itu.

Jel asl ah ki ranya bahwa penetapan juntah nilai transaksi Rupi ah (Rp. 250, per
US. $) dan perangsang ekspor (20% dari jumiah hasil f.o.b. ekspor dal am
val uta asing) nenpunyai hubungan erat sekali (interrelated) untuk nenenuhi
bal as j asa produsen barang ekspor dan eksportir.

Sel anjutnya suatu jumah transaksi kurs yang |ebih rendah dari Rp. 315, -
sekur ang- kurangnya nerupakan suatu pertanda psychol ogis untuk berusaha
ner endahkan har ga- harga peredaran barang di sekt or ekspor.

Sebagai perangsang t anbahan akan di beri kan A okasi Devisa (A D).

A D ternmaksud akan digunakan senmata-nmata untuk produsen dan eksportir
produsen nasional guna nenginpor bahan/barang yang diperlukan untuk
ner enaj akan, nerehabilitasi dan neni nggi kan nutu serta vol une produksi A D,
ter maksud akan di | akukan secara effektif ol eh Penerintah.

Untuk produsen saja vyang, telah terorganisasi dalam koperasi akan
di salurkan nelal ui Departenmen Transkopenada dan, untuk eksportir-produsen
penyal urannya akan diatur sedemkian rupa, sehingga tidak akan terjadi
hanbat an- hanbat an bi r okr asi .

Dalam hal ini antara lain dipikirkan untuk nendekonsentrasikan A D itu
kepada daer ah- daer ah.

Junmtah A D ditetapkan 5%l inma persen) dari seluruh hasil ekspor.

PASAL DEM PASAL.



Pasal 1.

Qukup | el as.

Pasal 2.
Qukup Jel as.

Pasal 3.
Qukup j el as.

Pasal 4.
Qukup j el as

Pasal 5.
Qukup j el as.

Pasal 6.
Qukup j el as.

LEMBARAN NEGARA REPUBLI K | NDONESI A TAHUN 1964 NOMCR 30
DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMCR 2639



